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ABSTRAK 

ANALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA 

INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT 

 

M. AGUN PANGESTU 

502022142 

 

Indonesia merapkan sistem hukum berasal dari jajahan belanda dan negara Amerika 

Serikat menerapkan sistem hukum  berasal dari jajahan Inggris. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum dan metode eksekusi hukuman mati 

di Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan pemilihan dan pelaksanaan metode eksekusi di kedua negara. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, 

menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, serta protokol eksekusi yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan metode eksekusi dengan regu tembak yang 

diatur secara terpusat dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, dengan 

menekankan kepastian hukum dan efisiensi, serta memiliki tingkat keberhasilan teknis 

yang tinggi. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan sistem terdesentralisasi di mana 

setiap negara bagian memiliki kewenangan menentukan metode eksekusi, dengan 

dominasi metode suntik mati yang terus mengalami inovasi sebagai respons terhadap 

tuntutan publik akan metode yang lebih manusiawi, meskipun menghadapi tantangan 

seperti ketersediaan obat dan risiko kegagalan eksekusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perbedaan tersebut meliputi pertimbangan praktis dan psikologis bagi algojo di Indonesia, 

serta tuntutan akan kemanusiaan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Amerika Serikat. 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia perlu memberikan kepastian 

hukum dalam vonis hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta 

meningkatkan akurasi teknis pelaksanaan regu tembak dengan teknologi modern untuk 

meminimalisir risiko kegagalan. 

 

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Metode Eksekusi, Hukuman Mati, Indonesia, 

Amerika Serikat. 
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ABSTRACT 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEATH PENALTY EXECUTION METHODS 

BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES  

 

M. AGUN PANGESTU 

502022142 

 

Indonesia adopts a legal system derived from Dutch colonial law, while the United 

States implements a legal system originating from English common law. This study aims to 

analyze the comparison of legal regulations and methods of carrying out the death penalty 

in Indonesia and the United States, as well as to identify the factors influencing the 

differences in the selection and implementation of execution methods in both countries. The 

type of research used is normative juridical research with a comparative approach, 

utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. 

Data analysis was conducted qualitatively by examining legislation, court decisions, and 

execution protocols applicable in both countries. The results of the study show that 

Indonesia implements the execution method by firing squad, which is centrally regulated 

under Presidential Decree No. 2 of 1964, emphasizing legal certainty and efficiency, and 

demonstrating a high level of technical success. In contrast, the United States applies a 

decentralized system in which each state has the authority to determine its own method of 

execution, with lethal injection being the dominant method that continues to undergo 

innovation in response to public demands for more humane methods, despite facing 

challenges such as drug availability and the risk of execution failure. The factors 

influencing these differences include practical and psychological considerations for 

executioners in Indonesia, as well as humanitarian demands and developments in scientific 

knowledge in the United States. The conclusion of this study emphasizes that Indonesia 

needs to ensure legal certainty in death penalty verdicts in accordance with Law No. 1 of 

2023, and to improve the technical accuracy of firing squad executions through modern 

technology in order to minimize the risk of failure. 

 

Keywords: Comparative Law, Execution Methods, Death Penalty, Indonesia, United 

States. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum Pidana adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada individua tau 

kelompok sebagai konsekuensi dari melakukan perbuatan yang menyalahi norma 

pidana. Sanksi untuk pelanggaran ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara 

sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan secara rinci.1 Hukum pidana juga 

bertindak sebagai alat kontrol sosial terakhir (ultimum remedium) bagi masyarakat. 

Hukum pidana menetapkan tindakan yang dilarang dan jenis hukuman yang 

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.  Beberapa jenis hukuman pidana, menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah eksekusi mati, hukuman kurungan, 

denda, dan hukuman penjara. Hukum pidana mati telah dihilangkan di beberapa 

negara karena berbagai alasan. Hukuman mati bertentangan atau tidak sesuai 

dengan hak asasi manusia. Orang yang mendapatkan hukuman mati akan 

menjalankan dua hukuman, yaitu pidana kurungan dan pidana mati. Hal ini 

dikarenakan sebelum dieksekusi mati ia menunggu dalam penjara.2 

Adanya kesalahan dalam putusan terpidana untuk mendapatkan hukuman 

mati dan telah di eksekusi, maka kesalahan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Beberapa 

negara, seperti Indonesia, masih belum menghapus pidana mati. Hal ini disebabkan 

karena latar belakang agama-agama di Indonesia yang tidak melarang hukuman 

mati. Apabila kejahatan yang dilakukan menimbulkan dampak besar, sehingga 

 
1 Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek,” Cetakan Pe 

(Jakarta: Kepel Press, 2019). Hlm 1. 
2 Sriwidodo. Hlm. 1. 
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pelaku tidak memiliki kemungkinan untuk diperbaiki maka hukuman mati 

dijatuhkan untuk menjadi penyelesaian.3 

Hukuman mati masih di pakai dalam sistem hukum Indonesia. Di buktikan 

dengan berbagai ketentuan hukum yang masih berlaku, seperti Ketentuan Umum 

Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keberlakuan hukuman 

mati di Indonesia didasari pada kondisi khusus Indonesia sebagai bekas jajahan 

Belanda.4 

Ancaman terhadap ketertiban hukum pada masa itu di anggap sangat 

berpotensi meggangggu stabilitas, mengingat masyarakat yang beragam dan rentan 

terhadap bentrokan. Keadaan tersebut menjadi alasan utama mengapa hukuman 

mati tidak dapat dihapuskan, sebab dianggap sebagai sarana paling efektif untuk 

menjaga ketertiban hukum dan sebagai alat politik kriminal pemerintah pada masa 

lampau.5 

Menurut penjelasan R.Soesilo, prosedur pelaksanaan eksekusi mati di 

Indonesia berpedoman pada Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati adalah 

weewenang lembaga peradilan. Hal tersebut berlaku di lingkungan peradilan militer 

maupun peradilan umum. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengatur 

 
3 Sriwidodo. Hlm 2.  
4 Shidarta Praditya Revienda Putra, “Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam 

Pembaharuan Hukum Indonesia” (Universitas Indonesia, 2011). 
5 Sardjana Manullang, Sosiologi Hukum (Bandung: Cendekia Press, 2020). 
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prosedur pelaksanaan eksekusi mati oleh pengadilan umum dan militer, termasuk 

eksekusi dengan metode tembak hingga terpidana meninggal dunia.6 

Pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-cara 

Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Militer menegaskan bahwa, tanpa mengurangi ketentuan 

hukum mengenai putusan pengadilan. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan 

oleh pengadilan militer maupun peradilan umum dilaksanakan melalui cara 

penembakan hingga mati. Mengenai mekanisme spesifik pelaksaan hukuman mati 

turut disebutkan dalam Bab II Penetapan Presiden tersebut. Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku mengatur eksekusi mati. Kepala Kepolisian Daerah 

membentuk regu penembak dengan dua belas Tamtama dan satu orang Bintara, 

semuanya dari Brigade Mobile (Brimob). Setelah tiba di tempat, sang komandan 

regu (Bintara) menutup mata terpidana dengan sehelai kain. Setelah tiba di tempat 

pelaksanaan hukuman mati, kecuali terpidana menolak untuk ditutup. Terpidana 

dapat menjalani pidananya dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut sesuai 

kesediaannya. Saat terpidana telah siap ditembak, Regu Penembak yang senjatanya 

telah terisi memposisikan diri dengan jarak tidak lebih dari sepuluh meter dan tidak 

boleh kurang dari lima meter dari terpidana. 

Setelah tahap persiapan usai, Jaksa Tinggi atau Jaksa memberikan perintah 

sebagai tanda dimulainya pelaksanaan hukuman, diikuti para pengiring terpidana 

menjauh darinya. Komandan Regu Penembak memerintahkan para Tamtama untuk 

 
6 Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas and Sagung Putri M. E. Purwati, “Hukuman Mati 

Dalam Perspektif Pidana Dan HAM,” Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 1, no. 4 

(2024): 11–24, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.203. 
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bersiap dengan mengacungkan pedangnya ke arah atas dan dengan cepat 

menurunkannya sebagai tanda. Isyarat tersebut regu penembak akan langsung 

membidik dan menembak jantung terpidana apabila terpidana masih menunjukan 

tanda-tanda kehidupan setelah penembakan pertama, Danru akan memerintahkan 

regu penembak untuk melontarkan peluru terakhirnya dengan menempelkan ujung 

senapan di bagian atas telinga terpidana. Kemudian seorang dokter akan datang 

untuk memastikan kematian terpidana.  

Pada sisi lain di Amerika serikat, suntik mati adalah metode standar yang di 

gunakan dalam pelaksanaan hukuman mati di beberapa negara bagian nya. Saat ini 

ada 21 dari 50 negara bagian mengaplikasikan hukuman mati untuk pemerintah dan 

militer di amerika.7 Konsep pelaksanaan hukuman mati melalui suntikan 

mematikan dikembangkan oleh Dr. Stanley Deutsch, seorang ahli anestesi di 

Universitas Oklahoma, dengan tujuan mensimulasikan prosedur medis induksi 

anestesi umum secara intravena. Menurutnya, kombinasi antara infus barbiturat 

intravena dan penyuntikan obat pelemas otot merupakan metode yang paling tepat 

dan ekonomis untuk mencapai kematian yang cepat dan sangat manusiawi.8 

Pada tahun 1982, Texas menjadi lokasi pelaksanaan uji klinis pertama 

terhadap penggunaan suntikan mematikan. Subjek penelitian tersebut, yang bukan 

sukarelawan, adalah seorang pria Afrika-Amerika berusia 40 tahun. Dua dokter 

turut menyaksikan saat agen anestesi disuntikkan ke dalam pembuluh darahnya, 

 
7 Brian Duignan, “Capital Punishment in the United States,” Britannica, accessed 

November 30, 2025, https://www.britannica.com/topic/capital-punishment-in-the-United-States. 

Diakses pada 30 November 17.36 WIB. 
8 Jonathan I. Groner, “Lethal Injection: A Stain on the Face of Medicine,” British Medical 

Journal 325, no. 7371 (2002): 1026–28, https://doi.org/10.1136/bmj.325.7371.1026. Hlm. 1026. 
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hingga akhirnya ia meninggal dalam hitungan menit. Prosedur tersebut dianggap 

berhasil.9 

Setiap negara bagian memiliki perbedaan dalam perumusan bahasa hukum 

terkait pelaksanaan suntikan mematikan sebanyak tiga puluh enam lembaga 

pemasyarakatan di berbagai negara bagian kini menerapkan protokol yang sama, 

yaitu menggunakan tiga jenis obat secara berurutan; sodium thiopental, 

pancuronium bromide, dan potassium chloride.10 

Negara bagian Florida, lembaga legislatif tidak menetapkan secara rinci 

metode pelaksanaan hukuman mati melalui suntikan mematikan, melainkan 

memberikan kewenangan tersebut kepada Departemen Pemasyarakatan, dengan 

alasan bahwa departemen tersebut memiliki tenaga ahli yang lebih kompeten untuk 

menetapkan prosedur yang sesuai.11 

Zat pertama yang digunakan dalam prosedur suntik mati adalah sodium 

thiopental. Zat ini merupakan satu-satunya obat yang memiliki efek anestesi dalam 

prosedur suntik mati. Protokol negara bagian, dosis thiopental sodium yang 

digunakan berkisar lima hingga dua puluh kali lebih tinggi dibandingkan dosis yang 

biasa diberikan saat pembedahan. Apabila obat ini disuntikkan dengan tepat, 

terpidana akan mengalami kelumpuhan, berhenti bernapas, dan kehilangan 

kesadaran dalam waktu kurang dari satu menit.12 

 
9 Groner. 
10 Kristen Kas et al., “Lethal Drugs in Capital Punishment in USA: History, Present, and 

Future Perspectives,” Research in Social and Administrative Pharmacy 18, no. 1 (April 2006): 1–

65, https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2015.11.009. Hlm. 20. 
11 Kas et al. Hlm. 22. 
12 Kas et al. 
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Obat selanjutnya yang digunakan ialah pancuronium bromide. Zat ini 

merupakan agen penghambat neuromuskular yang melumpuhkan otot-otot yang 

dikendalikan secara sadar, termasuk paru-paru dan diafragma. Obat ini pada 

akhirnya akan menyebabkan mati lemas pada narapidana. Namun, obat tersebut 

tidak memengaruhi kesadaran atau kemampuan merasakan nyeri. Jika narapidana 

tidak dibius dengan cukup sebelum disuntik pancuronium bromide, ia akan 

merasakan dirinya sekarat karena kehabisan napas, namun tidak mampu menarik 

napas.13  

Zat terakhir yang digunakan dalam praktek suntik mati adalah potassium 

chloride. Zat ini memiliki efek yang sangat menyakitkan sehingga Asosiasi Medis 

Hewan Amerika (American Veterinary Medical Association) melarang 

penggunaannya dalam prosedur eutanasia, kecuali apabila dokter hewan 

memastikan bahwa hewan yang akan disuntik telah diberikan anestesi hingga 

mencapai tingkat tidak sadar yang mendalam (dikenal sebagai “tingkat anestesi 

bedah”), yang ditandai dengan tidak adanya reaksi terhadap rangsangan yang 

menimbulkan rasa sakit.14 

Penulis akan menggunakan teori perbandingan hukum untuk menjawab 

masalah penelitian ini.  Sekolah Tinggi Hukum Batavia (Rechtshoogeschool te 

Batavia) pertama kali menyelenggarakan penelitian ini di Indonesia pada tahun 

1924.  Pada saat itu, penelitian perbandingan masih sangat baru, dengan penekanan 

 
13 Kas et al. 
14 Kas et al. 
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pada perbandingan normatif yang berfokus pada black letter law.15 Penerapan teori 

perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan serta mengidentifikasi 

perbedaan dan persamaan, beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dengan 

demikian, teori ini digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yuridis serta 

menelaah aspek-aspek nonhukum yang memengaruhi perbedaan penerapan hukum 

tersebut. 

Mempertimbangkan permasalahan mengenai latar belakang pemberlakuan 

model hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat, penulis hendak 

memperbandingkan keberlakuan kedua hukuman mati tersebut. Perbandingan ini 

didasarkan pada efektivitas, efisiensi dan prosedur pelaksanaan pidana mati di 

kedua negara. Maka penulis ingin melakukan penelitian  berjudul “Analisis 

Komparatif Metode Eksekusi Hukuman Mati antara Indonesia dan Amerika 

Serikat”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis komparatif pengaturan hukum dan metode eksekusi 

hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat ? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemilihan dan 

pelaksanaan metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika 

Serikat ? 

 

 

 
15 Ratno Lukito, “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di 

Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (December 30, 2022): 257–91, 

https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis komparatif metode 

eksekusi hukuman mati antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dilihat dari 

pengaturan hukum, metode eksekusi, dan faktor yang mempengaruhi perbedaan 

kedua negara tersebut berdasarkan aspek hukum, sosial, politik, maupun budaya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengkaji serta mendeskripsikan pengaturan hukum serta 

praktik metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika 

Serikat. 

b) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaturan hukum serta praktik 

metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis  

Fokus penelitian ini adalah untuk membantu kemajuan ilmu hukum, 

khususnya Hukum Pidana dan Hukum Perbandingan. 

b) Manfaat Praktis  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bahan pertimbangan 

bagi pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) dalam mengevaluasi 

kebijakan hukuman mati di Indonesia. 

  



 
 

9 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Studi Hukum Komparatif 

Tujuan metode pendekatan perbandingan hukum adalah 

memberikan rekomendasi terhadap permasalahan normatif. Penelitian 

hukum normatif, pendekatan komparatif digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah, melengkapi pembahasan, dan menarik kesimpulan. 

Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga harus 

menganalisis secara mendalam sistem hukum negara lain dalam 

penyelesaian persoalan hukum.16 

2. Metode Eksekusi 

Metode eksekusi utama di Amerika Serikat meliputi gantung, kursi 

listrik, kamar gas, regu tembak, dan suntikan mematikan. supreme court 

tidak pernah menyatakan metode eksekusi sebagai inkonstitusional, 

meskipun beberapa pengadilan negara bagian pernah melakukannya. 

Dominasi suntikan mematikan sebagai metode utama di era modern 

kemungkinan menunda penilaian supreme court terhadap metode eksekusi 

yang lebih lama.17 

3. Hukuman Mati 

Hukum positif Indonesia untuk hukuman mati berasal dari Wetboek 

van Strafrecht, yang diterapkan oleh pemerintah Belanda sejak 1 Januari 

 
16 Barda Nawawi Arief, Perbandingan hukum pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010 
17 Law Commission of India, and N. M. Ghatate. “Consutation Paper on Mode of Execution 

of Death Sentence and Incidental Matters.” Consultation Paper, 2021. 

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2023/01/20230105

83-1.pdf. Dikutip pada tanggal 19 Oktober 14.40 WIB. 

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2023/01/2023010583-1.pdf
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2023/01/2023010583-1.pdf
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1918 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Pasal I Aturan 

Peralihan UUD 1945 Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa semua 

peraturan perundang-undangan yang masih berlaku akan tetap digunakan 

hingga terbentuknya peraturan baru sesuai dengan UUD 1945, adalah dasar 

dari penerapan Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan tersebut 

kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang 

menetapkan pemberlakuan Wetboek van Strafrecht sebagai Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia.18 

4. Indonesia 

Secara umum, negara dengan sistem hukum civil law telah 

menghapus ketentuan pidana mati dari hukum pidananya. Namun, 

Indonesia masih menerapkannya dalam berbagai peraturan, baik di dalam 

maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem civil law 

yang dianut Indonesia berasal dari pengaruh Belanda yang mengadopsi 

kodifikasi hukum Perancis.19 

5. Amerika Serikat 

Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang masih 

menerapkan hukuman mati. Berbeda dengan Indonesia yang menganut 

sistem civil law peninggalan Belanda, Amerika Serikat menggunakan 

sistem common law warisan Inggris. Dalam pengaturan tindak pidana, 

 
18 Oksidelfa Yanto, “Death Penalty Execution and The Right to Life in Perspective of 

Human Right, 1945 Constitution of Republic of Indonesia, and Indonesia Law,” Yustisia Jurnal 

Hukum 5, no. 3 (April 28, 2017), https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8804. Hlm. 643. 
19 Hesti Widyaningrum, “Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Di Indonesia Dan 

Amerika Serikat,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 3, no. 1 (June 29, 2020): 99–115, 

https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3777. Hlm. 107. 
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Amerika mengacu pada statute law dan common law sebagai sumber 

hukumnya, di mana statute law bersifat tidak dikodifikasi dan berlaku 

untuk kejahatan tertentu, sedangkan common law didasarkan pada preseden 

putusan pengadilan sebelumnya.20 

 

F. Review Studi Terdahulu 

Beberapa review studi terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Review Studi Terdahulu 

No. Judul Nama Peneliti Tahun Hasil Penelitian 

1 Penerapan 

Hukuman Mati 

Menurut Hukum 

Positif di 

Indonesia 

ditinjau dari 

Perspektif Hak 

Asasi Manusia, 

(Jurnal). 

Sipayung, Baren 

Manullang, 

Sardjana Orba 

Siburian, dan 

Henry Kristian 

2023 Jurnal ini mengambil 

kesimpulan bahwa hukum 

positif Indonesia tetap 

melindungi hukuman mati, 

tetapi dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

baru diancam dengan 

pidana khusus untuk 

kejahatan tertentu. Hal ini 

mencerminkan politik 

hukum pidana yang 

menjunjung Hak Asasi 

Manusia dan mencontoh 

praktik negara maju seperti 

Amerika Serikat.21 

 

2 Perbandingan 

Pengaturan 

Hukuman Mati 

di Indonesia dan 

Amerika 

Serikat, (Jurnal). 

Hesti 

Widyaningrum 

2020 Artikel ini membahas 

perbandingan hukuman 

mati di AS dan Indonesia 

yang sistemnya berbeda. 

Indonesia menggunakan 

hukuman mati untuk 

kejahatan khusus seperti 

 
20 Widyaningrum. 
21 Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, “Penerapan 

Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” 

Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 1 (2023): 134–42, 

https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4710/2896/11987. 
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narkotika dan genosida, 

sedangkan Amerika 

memberlakukan untuk 

kejahatan yang 

mengakibatkan kematian. 

Perbedaan juga terlihat 

pada dasar hukumnya dan 

pidana alternatif.22 

 

3 Lethal injection 

in the modern 

era: cruel, 

unusual, and 

racist, (artikel). 

Anonim 2024 Penelitian ini menyoroti 

tingginya kasus eksekusi 

suntikan mematikan yang 

gagal di Amerika Serikat, 

terutama ketimpangan 

rasial terhadap narapidana 

kulit hitam. 

Kesimpulannya, metode ini 

sering menimbulkan 

penderitaan tidak 

manusiawi dan 

menunjukkan adanya 

diskriminasi rasial dalam 

pelaksanaannya.23 

 

4 Lethal injection: 

a stain on the 

face of medicine, 

(Jurnal). 

Jonathan I. 

Groner 

2002 Menyoroti keterlibatan 

dokter dalam eksekusi 

suntikan mematikan di 

Amerika Serikat sebagai 

masalah etika medis serius. 

Ia menyimpulkan bahwa 

peran dokter dalam 

pelaksanaan hukuman mati 

bertentangan dengan 

sumpah profesi medis yang 

bertujuan untuk 

menyembuhkan, bukan 

membunuh.24 

 

 
22 Widyaningrum, “Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Amerika 

Serikat.” 
23 “Lethal Injection in the Modern Era : Cruel , Unusual and Racist,” no. April (2024): 1–

36. 
24 Groner, “Lethal Injection: A Stain on the Face of Medicine.” 
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Berdasarkan yang telah dijabarkan pada tabel diatas, telah ada studi 

mengenai perbandingan hukum dan kebijakan hukuman mati Indonesia dan 

Amerika Serikat serta kritik terhadap metode suntik mati di AS, belum terdapat 

penelitian yang secara khusus melakukan analisis komparatif mendalam terhadap 

beragam metode eksekusi yang diterapkan oleh kedua negara. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada analisis 

teknis, tantangan implementasi, dan kesesuaian setiap metode dengan prinsip-

prinsip hak asasi manusia dan martabat manusia, yang belum menjadi fokus utama 

dalam studi sebelumnya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk 

mempelajari topik ini.  Artinya, fokus penelitian ini adalah bagaimana 

norma-norma diterapkan dalam hukum positif.  Tujuan dari pendekatan ini 

adalah untuk mengumpulkan ketentuan hukum yang dapat diandalkan. 

Untuk mencapai tujuan ini, penelitian literatur digunakan sebagai dasar 

untuk pemikiran dan perspektif para ahli hukum. Selanjutnya, topik 

penelitian akan dihubungkan dengan literatur tersebut.25 

 

 

 
25 Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, 2nd 

ed. (Depok: Prenada Media Group, 2018), 

https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&

q&f=false. Diakses pada tanggal 11 Oktober 05.17 WIB. 
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2. Sumber Data 

a) Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana); 

3) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 

Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer; 

4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 12 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati; 

5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

6) U.S. Constitution (Konstitusi Amerika Serikat) 

7) U.S. Supreme Court Decisions 

8) Federal Death Penalty Act (18 U.S.C. §§ 3591–3599) 

9) State Statutes / Codes 

10)  Department of Corrections Execution Protocols 

11) Bureau of Justice Statistics (BJS) 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang 

diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pendapat para ahli hukum, 

hasil penelitian, buku, jurnal, situs web, sert arsip-arsip dari lembaga 

yang berkaitan. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan 

dan memfasilitasi pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a) Studi Peraturan Perundang-Undangan 

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan 

usaha untuk meneliti dan memahami ketentuan hukum yang mengatur 

tentang pokok permasalahan yang dibahas.26 

b) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dimana 

peneliti mencari informasi tentang subjek penelitian. Proses ini 

dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-

undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah, tesis, 

disertasi, serta berbagai sumber tertulis lainnya.27 

4. Analisis Data  

Setelah semua dokumen dikumpulkan, bahan hukum dianalisis 

menggunakan metode normatif kualitatif. Data kualitatif biasanya 

menjelaskan karakter, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari objek, 

fenomena, atau subjek penelitian. Jenis data ini tidak berangka dan bersifat 

deskriptif.28 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 79. 
27 Marzuki. Hlm. 80. 
28 Nanda, Salsabila, and Salsabila Nanda. “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, 

& Contoh.” Portal Belajar & Latihan Soal Terlengkap | Blog Brain Academy - (blog), March 12, 

2025. https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif. Diakses pada tanggal 20 

Oktober 20.49 WIB. 

https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif
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H. Sitematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibuat sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang memuat ketentuan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari 8 sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat hasil studi terdahulu yang sejalan dengan topik skripsi. Dalam 

bagian ini penulis akan secara spesifik membahas mengenai metode 

hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat serta latar belakang 

pemberlakuan metode tersebut. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Memuat hasil penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini berisi dua sub bab 

yang menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis di Bab I. 

BAB IV PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk mengubah hukum 

yang relevan dengan bahasan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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